
 

KEPUTUSAN  

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  

KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR 

NOMOR : 188/   23  /410.107/2023 

 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSESDUR (SOP)  PELAYANAN PERLINDUNGAN  

PEREMPUAN DAN ANAK  

 UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) 

 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR 

 

Menimbang              : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah Daerah yang 

efektif dan efisien, maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur 

Penyelenggaraan tugas- tugas pada UPTD Perlindungan Perempuan 

dan Anak Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian  Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Blitar; 

b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi Perempuan dan 

anak korban kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan, diperlukan 

dukungan kelembagaan dan peraturan perundang – undangan yang 

dapat menjamin pelaksanaanya secara terkoordinasi dan terarah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana ( P3AP2KB) Kota Blitar tentang 

Standar Operasional Prosedur pelayanan UPTD Perlindungan 

Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

( P3AP2KB) Kota Blitar. 

 

Mengingat.              : 1. Undang- Undangan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 74 Nomor 1, 

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3019) 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 401) 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang  Kesejahteraan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1979 Nomor 

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia 

Nomor 3886) 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO 

Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate 

Action for The Elimination of The Wort Frims of Child Labour 

(Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan 

segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk 

Anak) (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

30, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 109, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4325) 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaga Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentnag Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4419) 

9. Undang-Undaang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4635) 

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tenang Pemberantasan 

Tindak pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4720) 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) 

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentnag Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 

Nomor 5332) 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentnag 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5294) 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentnag Tata Cara 

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 

Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6027) 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2019, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131) 

 

 



 

 

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Perlindungan Anak; 

19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532); 

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan 

Anak Korban Kekerasan; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk  Hukum Daerah; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak 

Korban Kekerasan; 

23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 

24. Peraturan Walikota Blitar No. 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Blitar 

25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota 

Blitar. 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan             : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada UPTD Perlindungan 

Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Blitar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; 
KEDUA : Standar Operasional Prosedur Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Blitar sebagaimana dalam DIKTUM PERTAMA terlampir dalam 
keputusan ini; 

1. SOP Layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak  
2. SOP Pengaduan Masyarakat 

3. SOP Penjangkauan Korban 

4. SOP Pengelolaan Kasus 
5. SOP Penampungan Sementara 

6. SOP Mediasi 
7. SOP Pendampingan Korban. 

8. SOP penerbitan Surat keterangan (Untuk permohonan Dispensasi 

Kawin(Diska)) 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum 
KEDUA untuk dijadikan pedoman dalam pelayanan secara efektif dan 

efisien; 

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal efektif dan apabila dikemudian 
hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

 

 Ditetapkan di : Blitar 

Pada Tanggal : 02 Oktober 2023 
 

Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar, 

 

 

 

NURWAINI,SE 

       Pembina Tk. I  

       NIP.19660612 198603 2 009 

 
 

 

 


